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PENEGAKAN SANKSI KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTA POLRI MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR

Gatot Pribadi
(235114195)

Oknum polisi yang melakukan tindak pidana pungutan liar berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum pungutan liar yang dilakukan anggota Polisi Satuan Lalu Lintas, bagaimana pertanggungjawaban anggota Polisi Satuan Lalu Lintas yang melakukan pungutan liar, bagaimana penyelesaian pelanggaran kode etik Polisi Satuan Lalu Lintas  yang melakukan pungutan liar.	Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Alat pengumpul data adalah  penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pengaturan hukum pungutan liar yang dilakukan anggota Polisi Satuan Lalu Lintas  diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan KUHPidana. Kelemahan dari undang-undang ini tidak ada mengatur secara tegas tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar. Pertanggungjawaban anggota Satuan Lalu Lintas yang melakukan pungutan liar, maka Kepolisian Daerah Sumatera Utara memberikan tindakan tegas kepada anggotanya yang terbukti melakukan pungutan liar dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat diberi sanksi yaitu dicopot dari jabatannya dan tidak diizinkan untuk melaksanakan tugas lalu lintas di lapangan dan ditugaskan sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL). Penyelesaian pelanggaran kode etik Polisi Satuan Lalu Lintas  Polda sumut yang melakukan pungutan liar adalah dengan membentuk tim khusus (Timsus) yang bertugas memberantas anggota polisi yang melakukan pungutan liar (Pungli) saat menjalankan tugas negara.  Tim ini bertugas untuk memantau aktivitas anggota di tingkat internal dan eksternal kepolisian.
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ABSTRACT

ENFORCEMENT OF SANCTIONS OF THE CODE OF ETHICS OF THE POLICE PROFESSION TOWARDS POLICE MEMBERS 
COMMITTING EXTORTION

Gatot Pribadi
(235114195)

Police officers who commit extortion crimes have violated disciplinary rules and the code of ethics because every member of the Police is obliged to uphold the law and maintain the honor, reputation, and dignity of the Indonesian National Police. The formulation of the problem in this study is how to regulate the law on extortion committed by members of the Traffic Police Unit, how is the accountability of members of the Traffic Police Unit who commit extortion, how to resolve violations of the code of ethics of the Traffic Police Unit who commit extortion. This study is a descriptive analytical study that leads to empirical legal research. The data sources in this study are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from research at the North Sumatra Regional Police. Data collection tools are library research and field research. The legal regulation of extortion carried out by members of the Traffic Police Unit is regulated in Law Number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia Police, Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes, Presidential Regulation (Perpres) Number 87 of 2016 concerning the Task Force for Eradicating Extortion (Saber Pungli) and the Criminal Code. The weakness of this law is that it does not explicitly regulate sanctions against perpetrators of extortion crimes. The accountability of members of the Traffic Unit who carry out extortion, the North Sumatra Regional Police will take strict action against its members who are proven to have carried out extortion in carrying out services to the community, namely being removed from their positions and not being allowed to carry out traffic duties in the field and being assigned as Casual Daily Employees (PHL). The resolution of violations of the code of ethics of the North Sumatra Regional Police Traffic Unit who carry out extortion is by forming a special team (Timsus) tasked with eradicating police members who carry out extortion (Pungli) while carrying out state duties. This team is tasked with monitoring member activities at the internal and external police levels.
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